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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, 

terdapat kesimpulan terkait penulisan ini sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur bahwa identitas anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH) tidak diperbolehkan untuk 

disebarkan/dipublikasikan dalam suatu pemberitaan di media massa 

yang termasuk juga di dalamnya adalah media online dan hal ini tertera 

dalam Pasal 19 ayat ayat (1) jo. Pasal 61 ayat (2) UU SPPA. Sanksinya 

sendiri pun telah dicantumkan dalam Pasal 97 UU SPPA. Media sendiri 

merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan untuk memberitakan 

suatu informasi yang dimana pemberitaan tersebut dilakukan oleh 

wartawan. Wartawan sendiri juga memiliki rambu-rambu dalam 

menjalankan profesinya, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), 

dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang 

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Dalam substansinya, UU 

Pers mewajibkan wartawan untuk memiliki dan menaati KEJ. 

Selanjutnya, dalam KEJ dan PPRA diatur mengenai larangan 

penyebaran/publikasi identitas ABH dalam suatu pemberitaan, bahkan 

PPRA sendiri mewajibkan wartawan untuk mematuhi aturan di dalam 

UU SPPA. 

Mengenai apa yang dimaksud dengan identitas itu sendiri, UU SPPA 

mengatur bahwa identitas ABH yang tidak boleh disebarkan dalam 

pemberitaan adalah nama dari anak, nama orang tua, alamat, wajah, 

serta hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri dari anak tersebut. 

Terkait dengan hal yang diperbolehkan untuk disebutkan dalam 

pemberitaan, UU SPPA hanya memperbolehkan dengan penyebutan 

inisial dari anak saja. Sedangkan berdasarkan UU Pers, KEJ, maupun 



59 

 

PPRA tidak disebutkan dengan begitu rinci terkait apa yang dimaksud 

dengan identitas. Adapun pemahaman wartawan mengenai apa yang 

dimaksud dengan identitas ABH, berdasarkan hasil wawancara penulis, 

diketahui bahwa hal-hal yang tidak boleh disebarkan dalam suatu 

pemberitaan adalah nama anak, status dan nama sekolah, alamat, nama 

orang tua, dan pekerjaan orang tua. Hal-hal yang diperbolehkan untuk 

diungkap dalam pemberitaan pun terbatas, yakni penggunaan inisial 

untuk nama, hanya mencantumkan sampai kecamatan saja untuk 

alamat, dan penggunaan ilustrasi sebagai gambar. Tidak boleh 

dipergunakannya foto dalam pemberitaan meskipun dilakukan 

pengaburan terhadap wajah dari anak dikarenakan masih adanya 

kemungkin untuk orang-orang melakukan asumsi terkait siapa yang ada 

di dalam foto tersebut. Selain itu, jika diperlukan pengambilan gambar 

pada saat persidangan pun tidak diperbolehkan disorot dari depan, 

melainkan hanya boleh dari sisi belakang saja. Hal ini sebenarnya 

menunjukkan bahwa pemahaman wartwan mengenai identitas anak 

dalam pemberitaan telah sejalan dengan yang dimaksudkan dalam 

peraturan yang ada. Namun, alasan dari diperlukannya perlindungan 

identitas inilah yang masih belum benar-benar dipahami oleh 

wartawan. 

2. Mengenai sanksi dalam Pasal 97 UU SPPA terkait pelanggaran 

terhadap penyebaran identitas ABH dalam suatu pemberitaan tentu 

dapat dikenakan juga terhadap wartawan, karena wartawan bukanlah 

seseorang yang kebal terhadap hukum dan tidak ada satu pun di 

Indonesia yang kebal terhadap hukum. Pelanggaran tersebut pun bukan 

lagi hanya sekedar masalah etik, melainkan suatu kejahatan terhadap 

anak yang dimana hak anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang 

dengan baik dapat terhambat dengan adanya stigma/label negatif dari 

masyarakat yang bersumber dari suatu pemberitaan. Di Indonesia 

sendiri sebenarnya terdapat beberapa proses hukum terhadap 

pelanggaran ini bagi wartawan, namun memang tidak dipublikasikan 

sehingga hal ini hampir tidak pernah terdengar bagi masyarakat pada 
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umumnya. Selain itu, salah satu faktor minimnya laporan terkait 

pelanggaran ini juga dapat disebabkan dari proses hukum yang perlu 

dilalui oleh pihak korban yang dimana proses tersebut cukup memakan 

waktu, tenaga, serta biaya bagi pihak korban atau pihak yang dirugikan. 

Terlepas dari hal-hal tersebut, tidak dapat dipungkiri juga bahwa salah 

satu faktor penyebab pelanggaran ini kerap kali terjadi kembali adalah 

kurang tegasnya penegakan hukum yang ada karena masalah ini 

seharusnya perlu ditindak dengan tegas tanpa perlu adanya laporan dari 

pihak yang dirugikan sekalipun. Meski bukan pihak dirugikan yang 

melakukan pelaporan, masyarakat lain pun sebenarnya memiliki hak 

untuk melakukan laporan pelanggaran ini dan hal ini juga dapat 

menunjukkan kurangnya perhatian masyarakat terkait pemberitaan 

yang melanggar publikasi identitas anak. Kurang tegasnya tindakan 

terhadap pelanggaran ini pun bisa jadi dikarenakan kurangnya 

pengawasan terhadap media online yang dimiliki oleh Pers. 

5.2 Saran 

Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, penulis dapat 

menyarankan beberapa hal, yakni: 

1. Wartawan sebagai pihak yang memberitakan suatu informasi kepada 

masyarakat melalui media seharusnya memahami betul pedoman-

pedoman yang diberikan baginya dalam menjalankan tugasnya karena 

pemberitaan dari media dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. 

Terkait hal ini, Organisasi Wartawan dapat melakukan sosialisasi bagi 

anggotanya setidaknya sekali dalam setahun sebagai pengingat bagi 

wartawan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat 

suatu berita, salah satunya adalah tidak diperbolehkannya 

menyebarkan/mempublikasi identitas anak yang berhadapan dengan 

hukum (ABH) yang dimana anak tersebut dapat merupakan pelaku, 

korban, maupun saksi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini juga 

tidak ada keraguan bagi wartawan untuk melindungi identitas ABH dari 

suatu pemberitaan. 
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2. Penulis juga merasa bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 

tentang Pers (UU Pers) memerlukan pembaharuan mengingat usia dari 

UU Pers sudah cukup lama, sedangkan saat ini semakin banyak hal-hal 

yang berkembang, salah satunya adalah keberadaan media online yang 

saat ini lebih sering dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses 

suatu informasi. Perlu diingat juga bahwa keberadaan media online 

dapat memunculkan jejak digital yang dimana terkait dengan identitas 

ABH, hal ini dapat berpengaruh bagi kehidupannya di masa bertumbuh 

dan berkembangnya, maupun bagi masa depannya. Dengan adanya hal-

hal tersebut, terlihat bahwa media online memiliki pengaruh penting 

dalam suatu pemberitaan informasi, namun keberadaannya saat ini 

dalam UU Pers sendiri seakan-akan tidak begitu diperhatikan. Selain 

itu, mengenai larangan publikasi identitas anak dalam pemberitaan pun 

seharusnya perlu menjadi pertimbangan penting dalam substansi UU 

Pers yang kemudian disertai juga dengan sanksi terhadap 

pelanggarannya. 
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